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Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 57 TAHUN 2021 

TENTANG 

T UGAS DAN FUNGSI 
DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH, 

PERI DUSTRIAN DAN ERDAGANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

babwa untuk melaksa akan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Daerab Nomor 7 Tah 1.1 20 16 tentang Pembentuka n dan 
Susunan Perangkat Daerab sebagaimana telah diuba beberapa 
kali, terakhir dengan Pera turan Dae ah Kabupaten Tasikmalaya 

ornor 3 Ta hun 2021 ten tan Perubahan Ked a a tas Peraturan 
Daerah Ka bupaten Tasikma aya Nomor 7 Tahun 20 16 tentang 
Pemben tukan an suna Per n gkat Da erah dan Pasal 93 
Peraturan Bupati Tasikm alaya Nom r 39 Ta hun 202 1 tentang 

edudukan , Su. unan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daerah, p rlu m eneta kan Peraturan Bupati Ta s ikmalaya 
tentang Tugas dan Fu n gsi Dina Koperasi, Usaha Kecil dan 
Men en ah, eri du s trian da n erdaganga n ; 

1. Un dang-Undang Nom r 14 Ta u n 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabu paten Dalam Lin gkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indon esia Tahun 1950), 
sebagaimana telah diuba h engan Un dang-Undang Nomor 4 
Ta n 1968 tentang Pembentu kan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabu paten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 19.50 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 
2851); 

2 . Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta hun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta hun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik In dones ia Nom or 5887) sebaga imana telah diubah 
dengan Peraturan Pem erintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nom or 1 Tahun 
20 16 tentang Tata Cara Pem bentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

2016 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
201 6 tentang Urusan Pemerin tahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerin tahan Kabupaten Tasikmalaya 

(Lembaran Daerah Ka bupaten Ta sikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

6 . Peratu ran Da erah Kabupa ten Ta sikmalaya Nomor 7 

Tahu n 20 16 ten tang Pemben tu kan dan Susu n an Perangkat 
Daerah (Lembaran Daera h Ka bu paten Tasikmalaya 
Tahu n 20 16 Nomor 7) sebagaiman a tela h diubah beberapa 
ka li, tera khir denga n Peratu ran Da erah Kabupaten 

Ta sikmalaya Nom or 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

atas Peratu ran Daerah Ka bupaten Tasikma laya Nomor 7 

Tahun 20 16 tentan g Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

7. Peraturan Supati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2021 Nomor 39); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS 

KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN 

DAN PERDAGANGAN 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u nsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 

Perdaga ngan Kabupaten Tasikmalaya. 
5 . Kepala adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 

Perindustrian da n Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. 
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya d isebut UPTD adalah unit 

pelaksana teknis daerah pada Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawa i n egeri sipil yang 

melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan h ak yang didasarkan 
pada keahlian dan/ a tau k eterampilan tertentu yan g bersifat mandiri. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisa si 

Pasa12 

Susunan organisasi Din as, terdiri a tas: 
a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Koperasi, terdiri atas: 
1. Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi; 
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi; dan 
3. Seksi Pengawasan Koperasi. 

d. Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, terdiri atas: 
1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan 

U saha Terpadu; 
2. Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan 
3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 
e. Bidang Perindustrian, terdiri atas: 

1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan 
2. Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri. 
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f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan, terdiri atas: 
1. Seksi Pengembangan Perdagangan; dan 
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 

g. Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal, terdiri 
atas: 
1. Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana 

Perdagangan; dan 
2. Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal. 

h. Kelompok Jaba tan Fungsional; dan 

1. Unit Pelaksana Tekn is Daerah. 

Bagian Kedua 
Rincian Tuga s dan Fungsi 

Paragraf 1 

Kep ala 

Pasal 3 

(1) Kepala seba gaimana dima ksu d dala m Pasal 2 huruf a mempunym tugas 
pokok memimpin, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, 
mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengenda ikan pelaksanaan tugas 
dan fungsi Din as d i bidang koperasi, u saha kecil dan men engah, bidang 

perindustrian dan perdagangan serta u n it pelaksan a teknis daerah. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak sud pada ayat (1), 

Kepala mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan pengkajian, penetapa n, pengaturan dan koordinasi 

pelaksanaa n kebija kan teknis kopera si dan u saha m ikro , kecil dan 
menengah , perin dustria n dan perd agangan; 

b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas koperasi 

dan usaha mikro, kecil dan menenga h, perin du s trian dan perdagangan; 

c. Penyelenggaraa n koordin a si dan kerj a sarna da lam rangka tugas pokok 
dan fungsi Dinas d i b idang koperasi dan usaha mikro, kecil dan 
menengah, perindus trian dan perdagangan ; dan 

d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Menyelenggarakan perumusan p erencanaan kinerja, program, kegiatan 

dan anggaran Dinas; 
b . Menye1enggarakan perumusan bahan kebijakan di bidang koperasi, 

bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan bidang perindustrian dan 
perdagangan; 

c. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas urusan bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan 

menengah dan bidang perindustrian dan perdagangan; 
d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan 

pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; 
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e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan 

pengembangan urusan perindustrian dan perdagangan; 

f. Menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi 

publik; 
g. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan; 

h. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan; 

1. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka tugas dan 

fungsi Dinas ; 

J. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan 

pengembangan kelompok jabatan fungsion al; dan 

k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 2 
Sekretar iat 

Pas a1 4 

(1) Sekretariat sebagaimana dim aksud d alam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas 
pokok m enyelenggarakan pengkajian, perenca naan dan p rogram , pengelolaan 
keuangan, umum d a n kepegawaian serta k oordinasi pelaksanaan tugas di 

lingkungan Dinas . 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pok ok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Sekretariat m empun yai fungsi : 
a . Penyelenggaraan k oordinasi perencanaan dan program Dinas; 
b. Penyelenggaraa n pengk ajian peren canaan dan progra m kesekretariatan; 

dan 
c. Penyelenggaraan p engelolaan u rusa n keua ngan, kepegawaian dan umum. 

(3) Dalam m enyelengga ra ka n tu ga s pokok , Sek retariat sebagaim a na dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai r incian tugas meliputi: 
a. Menyelenggaraka n penyusuna n program kerj a Sekreta riat; 
b . Menyelenggarakan pengkajian dan koordina si perencanaan dan program 

Dinas; 
c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keu angan; 
d . Menyelenggaraka n pen gkajian anggaran bela nja; 
e. Menyelenggarakan pengenda lian administra si belanja; 
f. Menyelenggarakan pengelolaan a dministrasi kepegawaian; 

g. Menyelenggarakan penatausahaa n, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 
1. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan 
hubungan masyarakat; 

J. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit 
kerja di Dinas; 

k. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja 
pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 

1. Menyelenggarakan pengelolaan naskah din as dan kearsipan; 
m. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional; 

n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat; 

instansi 
laporan 
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o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan; 

p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Sekretariat terdiri atas: 
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Subbagian Keuangan. 

Pasa15 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja 
serta pelaporan Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas 
meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, 
evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas; 

b. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap 
unit kerja di Dinas; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan 
kerja; 

d . Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 
teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan 
pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa16 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan 
ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga 
serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana kan tor; 
c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam; 
d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah; 
e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan 

ekspedisi Dinas; 
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f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat; 
g. Melaksanakan penYIapan bahan pengaturan acara rapat dina s, 

keprotokolan dan hubungan masyarakat; 
h . Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk 

hukum; 
1. Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar 

operasional prosedur tiap-tiap unit kerja; 
J. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas; 
k. Melaksanakan penylapan bahan pembinaan dan disiplin pegawru, 

peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai; 
1. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja 

pegawru; 
m. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas; 
n. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa17 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, 
penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 
keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 
lingkup Subbagian Keuangan; 

b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas; 
c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; 
d . melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang 

keuangan; 
e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas; 
f. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan Dinas; 
g. melaksanakan perbendaharaan keuangan; 
h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan; 
1. melaksanakan penatausahaan anggaran belanja Dinas dan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah; 
J. melaksanakan verifikasi keuangan; 
k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Bidang Koperasi 

Pasa18 

(1) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai 
tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan 
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bimbingan teknis, fasilitasi, pengembangan, pembinaan, pemantauan dan 
evaluasi di bidang koperasi meliputi kelembagaan dan data, pembinaan dan 
pengembangan, dan pengawasan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Koperasi mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis koperasi meliputi 

kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan, dan pengawasan; 
b. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kelembagaan dan data, 

pembinaan dan pengembangan, dan pengawasan; dan 
c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan, dan 

pengawasan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Koperasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan rencan lingkup Bidang Koperasi; 
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis kelembagaan dan 

data, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan koperasi; 

c . Menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan kelembagaan dan 

data, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan koperasi; 
d. Menyelenggarakan fasilitasi bidang kelembagaan dan data, pembinaan dan 

pengembangan serta pengawasan koperasi; 
e. Menyelenggarakan kordinasi, pengolahan dan verifikasi data serta 

dokumen yang berkaitan dengan perkoperasian; 

f. Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan kelembagaan dan data, 

pembinaan dan pengembangan serta pengawasan koperasi; 
g. Menyelenggarakan proses pemberian rekomendasi perizinan di bidang 

perkoperasian; 

h. Menyelenggarakan pelaporan dan informasi di bidang koperasi; 
1. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

lingkup Bidang Koperasi; dan 

J. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi; 
b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi; dan 
c. Seksi Pengawasan Koperasi. 

Pasa19 

(1) Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 
kebijakan teknis, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang kelembagaan 
dan data koperasi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi 
Kelembagaan dan Data Koperasi; 
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b. Melaksanakan kebijakam teknis pembinaan kelembagaan dan data 
koperasi; 

c. Melaksanakan penYIapan bahan pembentukan penggabungan dan 

peleburan serta pembubaran koperasi; 

d . Melaksanakan pembinaan kelembagaan koperasi; 

e. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan perijinan perkoperasian; 
f. Melaksanakan fasilitasi pembentukan koperasi; 
g. Melaksanakan pemberian rekomendasi perijinan perkoperasian; 
h. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perubahan anggaran dasar yang 

menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha 

koperasi, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi; 
1. Melaksanakan fasilitasi pembubaran koperasi ditingkat kabupaten seSUaI 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
J. Melaksanakan pemberian bimbingan dan penyuluhan pembentukkan 

koperasi dan pembuatan laporan tahunan koperasi; 
k. Melaksanakan pengolahan dan updating data koperasi; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kelembagaan dan Data 
Koperasi; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 10 

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 
kebijakan teknis, penyiapan bahan fasilitasi pemantauan serta evaluasi 
bidang pembinaan dan pengembangan koperasi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pembinaan dan Pengembangan 

Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 

meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembinaan 
dan Pengembangan Koperasi; 

b. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan koperasi; 
c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi meliputi produksi, 

pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi; 

d. Menghimpun dan menganalis peraturan perundang-undangan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan koperasi; 

e. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan perlindungan koperasi; 
f. Melaksanakan perluasan akses pasar produk koperasi melalui pameran 

dalam dan luar negeri; 
g. Melaksanakan pengaturan dalam penyelenggaraan layanan administrasi 

yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan koperasi; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pembinaan dan 
Pengembangan Koperasi; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal 11 

(1) Seksi Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) 

huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi 
koperasi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengawasan Koperasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengawasan 

Koperasi; 

b . Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan 

koperasi; 
c . Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan koperasi; 
d. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dalam 

pengawasan koperasi; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi 

upaya pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; 
f. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi 

upaya pengawasan koperasi simpan pinjamjunit simpan pinjam; 
g. Melaksanakan analisis penerapan peraturan perundang-undangan di 

bidang perkoperasian; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian sanksi administratif kepada 

koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan perlindungan kepada koperasi; 
J. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pemberian 

penghargaan dalam upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui 
penilaian kesehatan koperasi; 

k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengawasan Koperasi; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 4 
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Pasal12 

(1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan 
pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha mikro, kecil dan menengah 
meliputi: 
a. Pembinaan dan pengembangan; 
b. Fasilitasi perizinan dan data; dan 
c. Fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro dan keci1. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan dan 

pengembangan, fasilitasi perizinan dan data, fasilitasi pembiayaan dan 
kemitraan usaha mikro dan kecil; 



11 

b. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pernbinaan dan 

pengernbangan, fasilitasi perizinan dan data, fasilitasi pernbiayaan dan 

kernitraan usaha rnikro dan kecil; dan 

c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka pelaksanaan 
kegiatan pernbinaan dan pengernbangan, fasilitasi perizinan dan data, 
fasilitasi pernbiayaan dan kernitraan usaha rnikro, kecil dan rnenengah. 

(3) Dalarn rnenyelenggarakan tugas, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnernpunyai rincian tugas rneliputi: 

a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah; 

b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perurnusan kebijakan teknis 
pernbinaan dan pengernbangan, fasilitasi perizinan dan data, fasilitasi 
pernbiayaan dan kernitraan usaha rnikro, kecil dan rnenengah; 

c. Menyelenggarakan perurnusan kebijakan teknis pernbinaan, 

pernberdayaan dan pengernbangan serta fasilitasi perizinan dan data, 

fasilitasi pernbiayaan dan kernitraan usaha rnikro dan kecil; 
d. Menyelenggarakan pernbinaan dan pengernbangan usaha rnikro; 
e. Menyelenggarakan fasilitasi perijinan dan data usaha rnikro, kecil dan 

rnenengah dan fasilitasi pernbiayaan dan kernitraan usaha rnikro, kecil dan 
rnenengah; 

f. Menyelenggarakan koordinasi, pengolah dan verifikasi data serta dokurnen 

yang berhubungan dengan bidang usaha rnikro, kecil dan rnenengah; 

g. Menyelenggarakan pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas lingkup Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan 

h. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagairnana dirnaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. Seksi Pengernbangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat 
Layanan U saha Terpadu; 

b. Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan 
c. Seksi Fasilitasi Pernbiayaan dan Kernitraan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 

Pasal 13 

(1) Seksi Pengernbangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan 
Usaha Terpadu sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a 
rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan penyusunan kebijakan teknis, 
fasilitasi, pernantauan dan evaluasi kegiatan pernbinaan dan pengernbangan 

usaha rnikro, kecil dan pusat layanan usaha terpadu. 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengernbangan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (1) mernpunyai rincian tugas rneliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi 

Pengernbangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan 
U saha Terpadu; 
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b. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha 
mikro dan kecil; 

c. Melaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil; 
d. Melaksanakan perluasan akses pasar produk usaha mikro dan kecil 

melalui parneran dalarn dan luar negeri; 
e. Melaksanakan fasilitasi usaha mikro naik kelas; 

f. Menghimpun dan menganalisis peraturan perundang-undangan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha mikro; 

g. Melaksanakan pengaturan dalarn penyelenggaraan layanan administrasi 
yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha mikro; 

h. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pengaturan fasilitas 
pendukung pusat layanan usaha terpadu; 

1. Melaksanakan pemberian bimbingan, konsultasi , pelatihan dan aplikasij 

penerapan teknologi serta fasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran 

komoditi; 

J. Melaksanakan pelayanan informasi pusat layanan usaha terpadu, 
penyediaan layanan konsultasi bisnis usaha mikro, kecil dan menengah 
berkaitan dengan sumber daya manusia, potensi keunggulan dan 
komoditas daerah, manajemen usaha, kualitas produk, legalitas produk, 

kerja sarna usaha dan pemanfaatan teknologi informasi; 

k. Melaksanakan promosi produk-produk unggulan yang dapat dikunjungi 

oleh para pembeli atau pihak calon buyer lokal maupun luar negeri secara 
online maupun dalarn parneran atau galeri yang telah disediakan. 

1. Melaksanakan pendampingan dan pelatihan bisnis dan teknis bagi calon 
wirausaha untuk pembuatan produk-produk tertentu dan 

pelatihan manajemen keahlian tertentu bagi wirausaha untuk mendukung 

pengembangan bisnis; 
m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan Usaha Terpadu; dan 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal14 

(1) Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan bahan, 
pemantauan, evaluasi dan fasilitasi perizina n dan data usaha mikro, kecil dan 

menengah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Fasilitasi 

Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 
b. Melaksanakan kebijakan teknis perizinan dan data usaha mikro; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan perizinan usaha mikro; 
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d. Melaksanakan penyusunan dan updating data usaha mikro; 

e. Melaksanakan fasilitasi kemudahan perijinan untuk para pelaku usaha 
mikro, kecil dan menengah; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Fasilitasi Perizinan dan 

Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal15 

(1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c mempunyai tugas 

pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan bahan 

fasilitasi, pemantauan serta evaluasi bidang usaha mikro, kecil dan 
menengah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan 

Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bah an perencanaan lingkup Seksi Fasilitasi 

Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

b. Melaksanakan kebijakan teknis pembiayaan dan kemitraan usaha mikro; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan konsep kemitraan usaha mikro, kecil dan 
menengah; 

d. Melaksanakan fasilitasi pembiayaan usaha mikro melalui perbankan 
maupun non perbankan; 

e . Melaksanakan fasilitasi hibah dan non hibah kepada usaha mikro; 

f. Melaksanakan fasilitasi penjaminan pembiayaan bagi usaha mikro; 

g. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan 
Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 5 
Bidang Perindustrian 

Pasal 16 

(1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis 
perencanaan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi 
dan pengaturan di bidang perencanaan dan pembangunan industri serta 
pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri 
nasional. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Perindustrian mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penyiapan 

bahan perencanaan dan pembangunan industri serta pengendalian Izin 
U saha Industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasiona1; 
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b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan 
dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, pengaturan teknis 
perindustrian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

c . Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi , pembinaan dan 
pengembangan, pengendalian dan pengawasan, pengaturan teknis dan 
pelayanan umum di bidang perindustrian meliputi perencanaan dan 
pembangunan industri serta pengendalian izin usaha industri dan 
pengelolaan sistem informasi industri nasional. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perindustrian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a . Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Perindustrian; 
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan perwilayahan 

industri; 
c. Menyelenggarakan pembangunan sumber daya industri, sarana dan 

prasarana industri, pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat; 
d . Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 

pengembangan serta pengendalian izin dan sistem informasi industri; 
e. Menyelenggarakan pengendalian penerbitan izin industri dan fasilitasi 

pemenuhan komitmen perolehan izin industri; 
f. Menyelenggarakan pengendalian pengawasan penzman di bidang 

perindustrian; 
g. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi dan 

sinkronisasi perencanaan, pembangunan, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian industri; 

h . Menyelenggarakan pengolahan dan analisis data, laporan dan informasi 
perindustrian; 

1. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
Bidang Perindustrian; dan 

J . menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Perindustrian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan 
b. Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri. 

Pasal 17 

(1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, perencanaan 
dan pembangunan industri. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Perencanaan dan Pembangunan 
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perencanaan 

dan Pembangunan Industri; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengembangan, perencanaan dan pembangunan industri; 
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c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data 
perwilayahan industri serta perencanaan dan pembangunan industri; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
perencanaan dan pembangunan sumber daya manusia industri, 
pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi 
industri, pengembangan kreativitas dan inovasi serta fasilitasi dan 
penyediaan pembiayaan industri; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, kegiatan dan kerja 
sama pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia 
industri; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan 
standar kompetensi kerja bidang industri; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan 
penyediaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan industri; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan 
kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, kegiatan 
pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri; 

J . Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan 
industri; 

k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perencanaan dan 
Pembangunan Industri; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 18 

(1) Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan dan 
pengembangan pengendalian izin dan sistem informasi industri. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengendalian dan Sistem 
Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian 
tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengendalian 
dan Sistem Informasi Industri; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, 
pengembangan, pengelolaan, pengendalian lzm usaha industri dan 
pengelolaan sistem informasi industri nasional; 

c. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan data 
pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri 
nasional; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian izin usaha industri 
dan pengelolaan sistem informasi industri nasional; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi , pembinaan dan 
kegiatan kerja sama peningkatan kemitraan antar industri kecil dengan 
industri menengah terkait dengan pengendalian izin usaha industri dan 
pengelolaan sistem informasi industri nasional; 
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f. Melaksanakan penYlapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan 
pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri 
nasional; 

g. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan (lUI) dalam system 
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 

h. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan lUI 
dalam memenuhi ketentuan perizinan; 

1. Melaksanakan k oordinasi dan sinkronisasi da lam ran gka pengamanan dan 
penyelamatan industri; 

J. Melaksakan koordin a si dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, dan 
analisis data sistem informasi industri nasiona l; 

k. Melaksanakan diseminasi dan publikasi data informasi industri; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pemberian 

rekomendasi teknis perizinan di b idang usaha industri; 
m. Melak sanakan penyiapan bahan pembinaan asosiasi, kelembagaan atau 

mitra industri; 
n. Melaksanakan penyusuna n bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan h asil pelaksanaa n tugas lingkup Seksi Pengenda lian dan Sistem 
Informasi Industri; dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 6 
Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdaga ngan 

Pasal 19 

(1) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan sebagaimana 
dimaksud dala m Pasal 2 huruf f, m empunyai tugas pokok menyelenggarakan 
penyusunan bah an perum u san kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, 
pengelolaan dan pengendalian perdaga ngan da lam n egeri, perdagangan luar 
negeri dan promosi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Pengemba ngan dan Pengendalian Perdagangan mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 
perencanaan, pelaksana an pengembangan dan pengendalian perdagangan; 

b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi 
kebijakan di bidang pengembangan dan pengendalian perdagangan; 

c. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan 
bidang pengembangan dan pengendalian perdagangan; dan 

d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
bidang pengembangan dan pengendalian perdagangan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengembangan dan 
Pengendalian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
rincian tugas meliputi: 

a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 
Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan; 

b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 
perencanaan, pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengendalian 
perdagangan; 
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c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang 
Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan; 

d. Menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan promosi dagang melalui 
pameran dagang; 

e. Menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi 
penerbitan izin tanda daftar gudang; 

f. Menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi izin 
pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko 
swalayan; 

g. Menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi izin 
surat tanda pendaftaran waralaba untuk penerima waralaba dari waralaba 
dalam negeri dan untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar 
negen; 

h. Menyelenggara kan penyusunan ba han dan pemberian rekomendasi 
pemberian surat izin usaha perda gangan minuman beralkohol golongan B 
dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat; 

1. Menyelen ggarakan pembinaan, pengendalian dan pengkajian bahan 
fasilitasi dan koordinasi perdagangan; 

J. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, penyusunan petunjuk 
teknis dan pelayanan umum, pem asaran dan promosi dan perdagangan 
luar negeri; 

k. Menyelenggarakan promosi dagang m elalui pameran dagang dan misi 
dagang bagi produk kspor unggu lan yan g terda pat di daerah Kabupaten; 

1. Menyelenggarakan fasilitasi kem itraan antara pedagang kecil dengan 
pedagang besar danl a ta u pasar m od ern ser ta sek tor ekonomi lainnya; 

m. Menyelenggarakan penyediaan baha n kebijakan dan kegiatan 
pengembangan ekspor impor sekala Daerah; 

n. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi perizinan usaha perdagangan 
dalam urusan ba rang pokok penting; 

o. Menyelenggaraka n pengawasan pupuk dan pestisid a bersubsidi tingkat 
Daerah kabupaten; 

p . Menyelenggaraka n p engendalian fasilitas penyimpa n a n bahan berbahaya 
dan pengawasan distribu si, pengemasa n dan pelabelan ba han berbahaya di 
Kabupaten; 

q. Menyelenggarakan pemberian penerbitan Su rat Keterangan Asal bagi 
daerah kabupaten/kota yang telah dite tapkan sebagai instansi penerbit 
surat keterangan asal; 

r. Menyelenggarakan penyusunan bahana dalam rangka menjamin 
ketersediaanl stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat 
Kabupaten; 

s. Menyelenggarakan analisis harga, pengendalian harga dan stok barang 
kebutuhan pokok dan barang penting tingkat kabupaten; 

t. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
lingkup Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan; dan 

u. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Seksi Pengembangan Perdagangan; dan 
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b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 

Pasa120 

( 1) Seksi Pengem bangan Perdagangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
pembinaan, pengembangan, promosi, pemasaran dan peningkatan 
pengggunaan produk dalam negeri. 

(2) Dalam menyelenggara kan tugas pokok, Seksi Pengembanga n Perdagangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan 
Perdagangan; 

b. Melaksanakan penyusunan bah an perumusan kebijakan teknis 
perdagangan d alam negeri yang m enja di kewenangan Daerah; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan promosi, 
pemasaran dan peningkatan penggu n aan produk dala m negeri; 

d. Melaksanakan fasilitasi dan pelaksan aan promosi melalui pameran dagang 
loka l dan nasional; 

e. Melaksanakan fasilitasi dan pela ksanaan misi dagang bagi produk ekspor 
unggulan dan peningkatan citra produ k ekspor; 

f. Mela ksanakan penyia pan bahan dan fa silitasi pelaksanaan peningkatan 
penggunaan produk dalam negeri; 

g. Melaksanakan penYlapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan 
pembinaan dan pengem bangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan tekn is penin gkata n kapasitas 
pengusa h a pelaku usaha ekspor; 

1. Melaksan akan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi layanan 
penerbita n Surat Ketera ngan Asal (SKA); 

J. Melaksanakan penyiapan bah a n pembin aan komoditas dalam rangka 
pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ; 

k. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan serta penyuluhan mengenai mutu 
produk standa r nasional Indon esia untu k promosi dan pem asaran; 

1. Melaksanakan pengelolaan dan peningkatan sistem dan jaringan informasi 
perdagangan; 

m. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pemenuhan komitmen 
perolehan pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan 
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; 

n. Melaksanakan pengelolaan sistem pelayanan perizinan lanjutan surat tanda 
pendaftaran dan/ atau lanjutan waralaba terintegrasi secara elektronik luar 

negen; 

o . Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan 
surat tanda pendaftaran dan/ atau lanjutan waralaba dalam negeri; 

p. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemenuhan lanjutan surat tanda 
pendaftaran dan/ atau lanjutan waralaba luar negeri; 

q. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi rekomendasi penerbitan tanda 
daftar gudang; 
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r. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan komoditas dalam rangka 
memperoleh akses pembiayaan resi gudang; 

s. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan serta penyuluhan mengenai mutu 
produk Standar Nasional Indonesia; 

t. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan lingkup Seksi Pengembangan Perdagangan; 
dan 

u . Melaksanaka n tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 21 

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian kebutuhan pokok dan barang penting. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengawasan dan Pengendalian 
Kebutuhan Pokok dan Barang Pentin g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai rincia n tu gas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaa n lingkup Seksi Pengawasan 
dan Pengenda lian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; 

b. Mela ksanakan pengolahan data da n a nalisis perkemba ngan harga dan 
persediaan bahan pokok dan barang pen ting; 

c. Melaksanakan analisis kebutu han a au p ognosa pengadaan dan 
penyaluran bah an pokok , barang pen ting danl a tau baran g stra tegis; 

d. Mela ksanakan penyiapa n bahan fa silitasi rekom endasi pen erbitan tanda 
dafta r gudan g; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan fa silita s i rekomendasi perizinan surat 
tanda pendaftaran danl a tau la njutan wa ra laba da lam negeri terintegrasi 
secara elektron ik; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemenuh an komitm en perolehan 
surat tanda pendaftaran danl atau la njutan warala ba da la m n egeri; 

g. Melaksanakan pengelola a n sis tem pelayanan perizinan lanjutan surat tanda 
pendaftaran danl atau lanjutan warala ba terintegrasi secara elektronik luar 
negen; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemenuhan lanjutan surat tanda 
pendaftaran danl atau lanjutan wa ralaba luar negeri; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi rekomendasi penerbitan surat izin 
usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C; 

J. Melaksanakan pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya; 

k. Melaksanakan penYlapan bahan fasilitasi pemenuhan komitmen 
pemeriksaan; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan distribusi bahan berbahaya bagi Produsen 
Bahan Berbahaya (P-B2) dan Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2); 

m. Melaksanakan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan 
berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun 
Produsen Bahan Berbahaya (P-B2); 
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n. Melaksanakan penYlapan bahan koordinasi dan sinkronisasi layanan 
penerbitan Surat Keterangan Asal; 

o . Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan 
barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar 
rakyat; 

p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan 
aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen 
dan pasar rakyat; 

q. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian ketersediaan barang 
kebutuhan pokok da n barang pen ting d i t in gk a t a gen da n pasar rakyat; 

r. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan harga dan stok barang 
kebutuhan pokok dan barang pen ting pada pelaku usaha distribusi barang 
d ala m Kabupaten; 

s . Melak sanakan pemantauan harga dan s tok barang kebutuhan pokok dan 
ba rang penting pada pasar rakyat yang terintegras i dalam sistem informasi 
perdagangan; 

t. Melaksanakan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak 
dala m 1 (satu) Ka bupaten; 

u. Melaksanakan pemeriksaan k elengka pan legalitas dokumen perizinan 
pengawasan pengadaan pupu k dan pestis ida bersubsidi; 

v. Melaksanakan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan 
pestisida bersubsidi; 

w . Melaksanaka n penyu u nan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan h a sil pela k sanaan tugas lin gkup Seksi Pengawasan dan 
Pengen d a lian Kebu tu han Pokok dan Barang Pen tin g; dan 

x. Melaksanakan tugas kedinasan lain nya. 

Paragraf 7 
Bidang Sarana Pra saran a Distribus i Perdaganga n dan Metrologi Legal 

Pasal 22 

(1) Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perda gangan dan Metrologi Legal 
sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas pokok: 
a. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sarana 

prasarana perdagangan dan metrologi legal yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai pelaksanaan 
pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi sarana prasarana distribusi 
perdagangan dan sarana prasarana pendukung lainnya; 

b. Fasilitasi pengelolaan sarana prasarana perdagangan; 
c . Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana 

dan prasarana perdagangan; dan 
d . Fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan pelayanan metrologi legal. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), 
Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal 

mempunyai fungsi : 
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a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penyiapan bahan 
perencanaan program bidang saran a prasarana perdagangan dan metrologi 
legal; 

b. Penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengendalian Bidang Sarana 
Prasarana perdagangan dan metrologi legal yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, 
revitalisasi, rehabilitasi sarana prasarana perdagangan serta penyediaan 
sarana penunjang lainnya; 

c. Pelaksanaan fa silitasi pengelolaan saran a p rasarana perdagangan; dan 
d. Pelaksanaan pembin a a n, pengenda lian dan pemberdayaan pengelola sarana 

prasarana perdagangan, serta fasilitasi pelayanan dan pengawasan 
metrologi legal. 

(3) Dalam menyelengga ra kan tugas pokok, Bidang Sarana Prasarana Distribusi 
Perdagangan dan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan ba h an perencanaan lingkup Bidang Sarana 

Pra sarana Distribusi Perdagangan da n Metrologi Legal; 
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan perencan aan, 

pengendalian , monitoring, evalu asi dan pelaporan 
pembangunan, revitalisasi dan rehabi itasi sarana prasarana 
dan penyediaa n sarana p rasa rana penduku n g lainnya; 

pelaksanaan, 
pelaksanaan 
perdagangan 

c. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan sarana prasarana perdagangan; 
d. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian ser ta pemberdayaan pengelola 

saran a p rasarana distribusi perdagangan; 
e. Menyelenggarakan fasilitasi pengawa san pelayanan metrologi legal; 
f. Menyelenggarakan pelaksan aan, pem ba n gun a n, revitalisasi, rehabilitasi 

sarana prasarana distribusi perdagangan, pelaksanaan fasilitasi 
pengelolaan saran a prasa rana d istribusi perdagangan, pelaksanaan 
pembinaan, pengendalia n d a n pem berdayaan pengelola sarana prasarana 
distribusi perdagangan, serta pelaksanaan fa silitasi pengawasan dan 
pelayanan m etrologi legal; 

g. Menyelenggarakan pengawasan , m onitorin g, evalua si dan pelaporan 
pelaksanaan pembangun an, revita lisasi, rehabilitasi sarana prasarana 
perdagangan, pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sarana prasarana 
perdagangan; pelaksanaa n pembinaan , pengendalian dan pemberdayaan 
pengelola sarana prasarana perdaga ngan serta pelaksanaan fasilitasi 
pengawasan dan pelayanan metrologi legal; 

h. Menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi Unit 
Pelayanan Teknis Daerah Pengelola Pasar; 

1. Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan serta 
peralatan dan perlengkapan pelayanan metrologi legal; 

J. Menyelenggarakan pengolahan data potensi sarana dan prasarana 
perdagangan dan data potensi pemilik alat ukur, takar, timbang dan 
perlengkapan lainnya (UTTP); 

k. Menyelenggarakan pengendalian Sistem Manajemen Mutu Laboratorium 
Metrologi Legal; 

1. Menyelenggarakan pengawasan pendapatan retribusi pengelolaan pasar dan 
pendapatan retribusi pelayanan metrologi legal; 
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m. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang 
Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal; 

n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a . Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana 

Perdagangan; da n 
b . Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal. 

Pasa123 

(1) Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana 
Perdagangan sebaga imana dimaksu d dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, 
pelaksanaan, pen gendalian mon itoring dan evaluasi pelaksanaan 
pembanguna n , revitalisasi dan reha bilitasi sarana prasarana perdagangan 
serta pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola saran a 
prasarana perdaga ngan. 

(2) Dalam m enyelenggaraka n tugas pokok, Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan 
Pembinaan Saran a Pra sarana Perda gangan sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) mempunyai r incia n tugas m elipu t i: 
a. Melaksa n akan penyiapan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembangunan, 

Pengelolaan dan Pembinaan Saran a Pra sa rana Perdagangan; 
b . Melaksanakan pengum pulan, pengolahan dan analisa data sarana 

prasarana perdaganga n ; 
c. Melaksanakan penyusunan ba ha n pedom an dan petunjuk teknis untuk 

pelaksanaan pembangu nan, revitalisa si da n rehabilitasi sarana prasarana 
perdagangan ser ta pela k sanaan pem binaan, pengendalian dan 
pemberdayaan pen gelola sarana prasarana perdagangan; 

d. Melaksanakan penyusuna n renca na kebutuhan sara na prasarana 
perdagangan dan penyusunan ren cana kebu tuhan pembinaan, 
pengendalian dan pemberdayaan p engelola saran a prasarana perdagangan; 

e. Melaksanakan pembangunan, revitalisas i dan rehabilitasi sarana prasarana 
pasar serta melaksan akan pembinaa n pedagang dan pengelola pasar; 

f. Melaksanakan pengadaan kebutuhan penunJang sarana prasarana 
perdagangan lainnya; 

g. Melaksanakan penyusunan bahan kajian pemetaan dan atau 
pengembangan sarana prasarana perdagangan sesuai dengan konsep 
penataan ruang Daerah; 

h. Melaksanakan pengolahan dan analisis data potensi pasar sebagai bahan 
perencanaan dan pengendalian pendapatan retribusi pasar; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pendapatan retribusi pasar; 
J. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk pelaksanaan 

pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan 
serta pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola 
sarana prasarana perdagangan; 
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k. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan untuk fasilitasi kerja 
sarna perkumpulan, asosiasi dan paguyuban pedagang pasar serta dengan 
instansi terkait; 

1. Melaksanakan pengumpulan data informasi perkembangan harga bahan 
pokok masyarakat yang bersumber dari pasar; 

m. Melaksanakan analisis dan evaluasi permasalahan dalam penataan pasar 
dan pedagang kaki lima; 

n. Melaksanakan penYlapan 
pelaksanaan pemungutan 
pedagang pasar; 

bahan pengendalian dan pengawasan 
retribusi pasar, balik nama dan registrasi 

o. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pembangunan, 
Pengelolaan dan Pembinaan Saran a Prasarana Perdagangan; dan 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya. 

Pasal 24 

(1) Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penYlapan bahan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 
pelaksanaan dan pengelolaan palayanan m etrologi legal. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pen gawasan dan Pelayanan 
Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian 
tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyiapa n bahan perencanaan lingkup Seksi Pengawasan 
dan Pelayanan Metrologi Legal; 

b. Melaksanakan pelayan an tera /tera ulang alat ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya; 

c. Melaksanakan penyusu n an renca na target retribu si sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

d. Melaksanakan penagihan, pemungutan, evaluasi dan pelaporan retribusi 
pelayanan metrologi legal; 

e. Melaksanakan kerja sama teknis dalam pelayanan metrologi legal; 
f. Melaksanakan penyediaa n dan pengelolaan peralatan standar kerja 

metrologi legal; 
g. Melaksanakan pengendalian sistem manaJemen mutu laboratorium 

metrologi legal; 
h. Melaksanakan interkomparasi standar ukuran dan melaksanakan 

pengelolaan cap tanda tera; 
1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemetaan data potensi alat 

ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; 
J. Melaksanakan peningkatan ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang; 
k. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada reparatir, pembinaan 

kepada pembuat dan pemilik alat ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi permohonan izin tanda 
pabrik serta perpanjangan dan memberikan penilaian izin perbaikan alat 
ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; 
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m. Melaksanakan standar pelayanan publik, sistem pengendalian internal, dan 
standar pelayanan minimal; 

n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas dalam penyelengggaraan pengawasan metrologi legal; 

o . Melaksanakan pengamatan dan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan 
perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran; 

p. Melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana metrologi legal; 
q . Melaksanakan penyuluh an, bimbingan teknis, dan publikasi mengenai 

kegiatan pengawasan metrologi legal; 
r . Melaksanakan pembinaan, pen gawa san dan menyusun rencana rintisan 

pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur; 
s. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi , monitoring, evaluasi dan 

pelaporan hasil pela ksanaan tu ga s lingkup Seksi Pengawasan dan 
Pelayanan Metrologi Legal; dan 

t. Melaksanakan tu gas kedinasan lainnya. 

Paragra f 8 

Kelompok Jaba tan Fungsional 

Pasal25 

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fu n gsion al sebagaimana dim aksud dalam Pasal 
2 huruf h b erdasarkan bidang kea h lian dan l a tau keterampilan tertentu serta 
bersifat mandiri yang dibutu hkan dalam rangka men unJa ng tugas sesuai 

kewenanga nnya. 

(2) Jumlah tena ga fungsion al dan j en is jabata n fungsion al sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditentu kan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 
yang dituangka n dala m Keputu san Bu pa ti. 

(3) Jenis da n jenjang J a batan Fu n gsiona l seba gaim ana dima ksud pada ayat (1), 

diatur berdasarka n peraturan perun da ng-u n d a n gan . 

(4) Rincian tugas Jaba ta n Fungsional d iat r sesua i denga n peraturan perundang
undangan. 

Paragra f 9 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pa sa126 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah seba gaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
i, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal27 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati InI, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampat dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 
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BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa128 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: 
a . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 
b. Peraturan Bupati Tasikrnalaya Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja; 
c. Peraturan Bupati Tasikrnalaya Nomor 89 Tahun 2020 ten tang Tugas dan 

Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdaganga n ; dan 
d . Peraturan Bu pati Tasikrnalaya Nomor 92 Tahun 2020 ten tang Tugas dan 

Fungsi Dina s Koperasi, U saha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja; 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa1 29 

Peratura n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, m emerintahkan pengundangan Pera turan 
Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikrnalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Agustus 202 1 

Ditetapkan di Singaparna 
pa a anggal 27 Agustus 2021 

~ 
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